



                 BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan 
dengan implementasi pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana 
pembunuhan di tingkat kepolisian (POLDA DIY) maka dapat 
disimpulkan bahwa pihak kepolisian DIY sudah menerapkan 
pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan kepolisian DIY dalam hal melakukan 
penyidikan tidak memandang status atau golongan anak yang 
melakukan tindak pidana  tersebut, semua diberlakukan sama di 
muka hukum tanpa diskriminasi agar terwujudnya suatu penegakan 
hukum yang baik. 
Kepolisian sampai saaat ini juga masih selalu aktif dalam 
melakukan penyuluhan terhadap anak-anak disekolah untuk 
mengerti tentang perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 
dan akibat dari perbuatan melawan hukum serta sanksi hukumnya.  
Kepolisian DIY juga menjadi gambaran atau cerminan bagi 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 
memberikan saran kepada kepolisian agar tetap selalu 
mempertahankan kinerja kerja pihak kepolisian dalam 
mewujudkan hak anak pelaku tindak pidana sesuai ketentuan 
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